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PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,

perlu ditetapkan Perturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 19356 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota kecil dalam L ingkunean Daerah Propinsi Sumatera
Utara (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60. Tambahan [embaran Neoara Republik Indonesia Nomor 1092)

ra Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Fahun 1994 (Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Neg:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan C:a;:: Undang Nomor 12

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369).

Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
a Republik Indonesia Nomor 4048);

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 1 embaran Negar
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 195" tentang Bea Perclechan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LLembaran Negara Republik Indonesia = win 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negar:- »ienublik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1992 tertang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Zomms Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Taribahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200< tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tamjahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negar: Republik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembarin Negara
Republik Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun '979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor .2);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noiior 4138):
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Ferzturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (/. =)v.an Nagara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarsbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler zan F.euangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomonr 94, Tambahan Lembaran Negara
Republil Indanecia Nomar 4540):

v

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangin Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (IL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.40.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahanl.embaranNegaraRepublikIndoncsiaNomor 4585):;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

0%



Menetapkan

Peraturan Nenteri

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Daiae Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: ,

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor | Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran

2008;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrab Kota Tebing Tingzi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tebing Tinggi Priode 2004 — 2009.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2008,

Pasai 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2008 terdiri atas :

o

Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Dacrah Rp. 13.995.062.500,-
b. Dana Perimbangan Rp. 271.137.845.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 11.790.845.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 296.923.761.500.-
Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 159.812.888.994,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp.  1.500.000.000,-
4) Belanja Hiban Kp. 161 730.000,-
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5) Bewnirja Bantuan Sosial

0) Betenia Bagi Hasil

7) Be:anja Bantuan Keuangan
8) Be!nja Tidak Terduga

b. Belanie Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belenja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Rp. 0,-
Rp. 0.-
Rp. 0,-

Rp. 100.000.000.-

Rp. 161.574.618.994,-

Rp. 17.486.040.500,-
Rp. 69.462.352.000,-
Rp. 110.284.257.040.

Rp. 197.232.649.540.-

Rp. 358.807.268.534. -

Surplus / (Defisit) ( Rp. 61.883.507.034,-)

3. Pembiayain :
a. Penerin aan
b. Pengelvaran

Rp. 62.516.390.685,-
Rp. 600.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 61.916.390.685.-
Sisa Lebil' Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 32.883.65! -
Pasal 2

Ringkasan Penjab.iran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Walikota :ni.

Pasal 3

Penjabaran APBD «ebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11 Peraturan Walikota in:.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana iersebu daiam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

v’



Pasal §
pataksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini ditiang -u lebih fanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan keija perangkal daerah sesuai derigan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, n.emerintahikan pengundangan Pera:uran Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.
ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di  Tebing Tinggi
ada tanggal 21 Januari 2008
SKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.
IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 3
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